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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Negara hukum menempatkan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai salah satu hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Dalam kehidupan ketatanegaraan, unjuk rasa merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah atau lembaga publik. Oleh karena itu, kegiatan unjuk rasa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan ketertiban, melainkan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Mahasiswa memiliki posisi penting dalam dinamika demokrasi karena sering menjadi kelompok yang aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Dalam banyak keadaan, gerakan mahasiswa hadir sebagai respons terhadap dugaan penyimpangan, ketidakadilan, atau lemahnya akuntabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu, unjuk rasa mahasiswa harus ditempatkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang tetap memerlukan pengaturan agar tidak berubah menjadi tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Di sisi lain, pelaksanaan unjuk rasa juga dapat menimbulkan potensi gangguan apabila tidak dikelola dengan baik. Kerumunan massa, penggunaan pengeras suara, pergerakan menuju objek tertentu, serta kemungkinan provokasi dapat menimbulkan kemacetan, gesekan, bahkan tindakan anarkis. Karena itu, negara melalui kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamanan secara tepat, tidak berlebihan, dan tetap menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks unjuk rasa, fungsi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk hadir bukan sebagai pihak yang membatasi aspirasi, melainkan sebagai pengendali situasi agar penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tidak melanggar hukum.

Pengamanan unjuk rasa harus dijalankan berdasarkan asas proporsionalitas. Asas ini menghendaki agar tindakan kepolisian seimbang antara tujuan pengamanan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Artinya, aparat kepolisian tidak boleh menggunakan tindakan yang lebih keras daripada kebutuhan situasi di lapangan. Dengan asas proporsionalitas, pengamanan unjuk rasa harus dilakukan secara terukur, bertahap, dan sesuai dengan eskalasi keadaan.

Selain asas proporsionalitas, diskresi kepolisian juga menjadi aspek penting dalam pengamanan unjuk rasa. Diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Namun, diskresi tidak boleh digunakan secara bebas tanpa batas, melainkan harus tetap berada dalam kerangka hukum, kepatutan, kebutuhan, dan akuntabilitas.

Permasalahan mengenai proporsionalitas dan diskresi tampak dalam rencana aksi unjuk rasa lanjutan oleh Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (IMAPAS) Sumatera Utara di wilayah hukum Polres Batu Bara. Berdasarkan dokumen Informasi Khusus Sat Intelkam Polres Batu Bara tanggal 24 Februari 2026, aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis, 26 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di Kantor Bupati Batu Bara dan Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara, dengan titik kumpul di Lapangan Bola Lima Puluh dan perkiraan massa sekitar 30 orang.
 

Aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan mahasiswa mengenai dugaan penyimpangan anggaran keuangan RSUD Kabupaten Batu Bara. Dalam dokumen tersebut, massa aksi mendesak Bupati Batu Bara melakukan audit investigatif independen, meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup. Tuntutan ini menunjukkan bahwa unjuk rasa mahasiswa berangkat dari isu pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Dalam dokumen Informasi Khusus tersebut juga tercatat beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar aksi, antara lain dugaan pengalihan utang belanja jasa tenaga kesehatan tahun 2022 sekitar Rp2.132.863.995, kekurangan pembayaran pengadaan obat tahun 2023 sebesar Rp504.157.356, kekurangan pembayaran BMHP tahun 2023 sebesar Rp11.747.000, serta kekurangan pembayaran jasa pelayanan Covid-19 tahun 2023 sebesar Rp29.123.150. Fakta ini memperlihatkan bahwa aksi unjuk rasa tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan isu akuntabilitas keuangan publik yang memancing respons mahasiswa.

Dari sisi kepolisian, dokumen tersebut juga memuat analisis dan prediksi kerawanan. Polres Batu Bara memprediksi kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, pengerusakan fasilitas umum, aksi anarkis oleh oknum tidak bertanggung jawab, pembakaran ban, ujaran provokatif, penggunaan benda berbahaya, hingga aksi tandingan. Prediksi ini menjadi dasar penting bagi kepolisian untuk menentukan bentuk pengamanan yang tepat, sehingga tindakan di lapangan harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kebutuhan diskresi secara cermat.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Polres Batu Bara menunjukkan adanya upaya deteksi dini dan penggalangan sebelum aksi berlangsung. Sat Intelkam melakukan deteksi dini dan pengumpulan bahan keterangan, meminta penanggung jawab aksi menandatangani pernyataan bahwa aksi dilakukan secara damai, melakukan penggalangan kepada penanggung jawab aksi, serta berkoordinasi dengan pihak yang menjadi sasaran aksi. Langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan unjuk rasa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pendekatan komunikasi dan antisipasi dini.

Rekomendasi pengamanan dalam dokumen tersebut juga memperlihatkan pembagian peran beberapa fungsi kepolisian. Bag Ops direkomendasikan membuat rencana pengamanan aksi damai dan menyiapkan surat perintah yang melibatkan fungsi operasional. Sat Intelkam melakukan monitoring dan pengamanan tertutup, Sat Reskrim mengantisipasi tindak pidana, Sat Lantas mengatur arus lalu lintas, Sat Samapta menyiapkan pengamanan terbuka dan peralatan Dalmas, Sat Binmas menyiapkan himbauan dan tim negosiasi, sedangkan Propam melakukan pengamanan internal terhadap personel. Pembagian peran ini memperlihatkan bahwa pengamanan unjuk rasa membutuhkan koordinasi, tahapan, dan keputusan yang proporsional sesuai fungsi masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Asas Proporsionalitas dan Diskresi Kepolisian dalam Pengamanan Unjuk Rasa Mahasiswa (Studi di Polres Batubara)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa?
2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batu Bara?
3. Bagaimana penggunaan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batu Bara?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa
2. Mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batu Bara
3. Menganalisis penggunaan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batu Bara.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepolisian, hukum administrasi, dan hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan penerapan asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai batas kewenangan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mengabaikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat Kepolisian, khususnya Polres Batu Bara, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa mahasiswa secara terukur, profesional, dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam menggunakan diskresi secara tepat, tidak berlebihan, dan tetap berlandaskan hukum, sehingga pengamanan aksi unjuk rasa dapat berjalan tertib tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum peran polisi dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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